Menimbang

Mengingat

WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON ,

bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun
2014 telah diatur Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan dinamika perkembangan dalam pelaksanaan
akuntansi Pemerintah Daerah berbasis akrual sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota
Ambon Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
hurufa dan hurufb, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Un
dang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang
Pembentukan Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II
Dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara
Tahun 1957 Nomor 80)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Pusat/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
kepada Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;



Menetapkan

Diundangkan di Ambon
pada tanggal

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Parang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan Dan Kineija Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WAITKOTA AMBON TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 1

Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota
Ambon Tahun 2014 Nomor 24), pada Lampiran XIX huruf B dan
C diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diterapkannya
akuntansi berbasisakrual.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di ~ Ambon
pada tanggal 30 Desember 2019

30 Desember 2019

SEKRETARIS KOTA AMBON,I

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAHfKOTA AMBON TAHUN 2019



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN

AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

f. Aset Tetap.
LAMPIRAN - XIX
AKUNTANSI AKTIFA TETAP
) Difmisi Aset Tetap.

a)

b)

d)

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan
dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam difmisi aset tetap adalah aset yang

dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah,

seperti bahan dan perlengkapan.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam

sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, terdiri

dari :

(I) tanah;

(2) peralatan dan mesin;

(3) gedung dan bangunan;

(4) jalan, irigasi danjaringan;

(5) aset tetap lainnya;

(6) konstruksi dalam pengeijaan;

Termasuk dalam aset tetap pemerintah daerah adalah :

(I) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan atau
entitas akuntansi namun dimanfaatkan oleh entitas
lainnya, misalnya bangunan gedung yang digunakan
oleh sekolah swasta;

(2) Hak atas tanah.



2) Pengakuan Aset Tetap

a)

b)

d)

dI)

Semua biaya perolehan aset tetap dianggarkan dalam
rekening/akun belanja modal.
Untuk dapat diakui sebagai aset tetap haras memenuhi
kriteria :
() Berwujud;
(2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan;
(3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal
entitas;
(5 Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk
digunakan;
(6) Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi;
(7) Batas Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan
terhadap pengeluaran untuk :
(a) pengadaan/pembelian tanah;
(b) pembelian/ pembangunan jalan/irigasi/jaringan;atau
(c) pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya
berapa koleksi perpustakaan, barang bercorak
kesenian, hewan/temak, dan tumbuhan.
Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap
semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga
siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi dan
memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah
nilai aset tersebut. Kapitalisasi memperhatikan batasan nilai
minimum kapitalisasi aset.
Barang milik daerah yang memenuhi batasan nilai minimum
kapitalisasi aset tetap dicatat secara intrakomptabel dan
disajikan dalam neraca, barang milik daerah yang tidak
memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap
yang diperoleh dari belanja modal dengan nilai dibawah
satuan minimum  kapitalisasi aset dicatat secara
ekstrakomptabel dan disajikan dalam catatan atas laporan
keuangan (CALK).
Apabila teijadi penambahan nilai aset karena pemeliharaan
(di atas batas kapitalisasi) yang mengakibatkan nilai aset
tetap ekstrakomptabel menjadi diatas batas nilai kapitalisasi

maka pencatatannya direklas ke aset tetap intrakomptabel



dan penilaian penyusutan atas aset ekstra komptabel yang
beralih menjadi intrakomptabel dihitung dari nilai buku.

Penghapusan  barang milik daerah yang  dicatat
dalampembukuan ekstrakomptabel dapat dilakukan oleh
pengguna dan/atau kuasa pengguna dalam hal aset tetap
tersebut dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan

pengguna dan/ atau kuasa pengguna.

3) Pengukuran Aset Tetap

a)

b)

d)

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika tidak
memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai
wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang

dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan

untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau
konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan
tempat yang siap untuk digunakan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung

antara lain :

(1) Biaya persiapan tempat;

(2) Biaya import;

(3) Biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar
muat;

(4) Biaya pemasangan;

(5) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;

(6) Biaya konstruksi;

(7) Biaya administrasi;

(8) Biaya kepanitiaan.

Setiap SKPD/unit keija harus melakukan kapitalisasi

terhadap belanja barang dan jasa yang berakibat:

()  Memperoleh aset tetap hingga siap pakai;

(2) Meningkatkan kapasitas/efisiensi barang milik daerah;
dan/atau

(3 Memperpanjang umur teknis barang milik daerah.

Adapun pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas :

(1) Perolehan awal aset tetap melalui pengeluaran belanja
modal yang nilainya sama/lebih dari batasan nilai
minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan
untuk kegiatan pemerintah daerah serta tidak untuk

dijual, meliputi:



e

(a) Pengadaan tanah;

(b) Pembelian/pembuatan peralatan dan mesin;

(c) Pembelian/pembangunan gedung dan bangunan;

(d) Pembelian/pembangunanjalan/irigasi/jaringan;atau
() Pembelian/pembangunan aset tetap lainnya.
Pengeluaran setelah perolehan awal jika mengakibatkan
peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau
umur aset yang telah dimiliki dan bemilai
sama/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset

tetap, dikapitalisasi sebagai aset tetap.

e) Adapun pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri atas:

(1

e

Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin (rehabilitasi) yang

bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang

sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa
memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja, contohnya
biaya pengecatan bangunan/kendaraan/ meubelair,
penggantian suku cadang kendaraan (ban, accu, busi),
servis peralatan dan mesin rutin, penambahan assesoris

kendaraan (kecuali AC, power steering, audio dan

audio visual), servis peralatan/ perlengkapan kantor

(komputer, mesin tik, AC, TV, LCD, sound system, dll).

Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan

untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk

dipasarkan maupun tidak dipasarkan, meliputi:

(@ Pengeluaran untuk membiayai proses produksi.

(b) Pembelian/pengadaan barang pakai habis seperti
ATK.

(c0 Pengeluaran langganan daya danjasa.

(d) Lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan
yang bersifat non-fisik dan secara langsung
menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dengan
nilai tidak memenuhi batasan minimum nilai
kapitalisasi aset tetap.

(¢) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang
diperoleh secara gabungan ditentukan dengan
mengalokasikan harga gabungan tersebut
berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing

aset yang bersangkutan.



Atribusi biaya perolehan diperhitungkan secara

proporsional sesuai dengan nilai barang.

b) Peralatan dan Mesin.

1)

e

€)

Difmisi Peralatan dan Mesin.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan

kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh

inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya
signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas)
bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin memiliki variasi terbanyak dalam

kelompok aset tetap. Peralatan dan mesin ini dapat

berupa alat-alat berat, alat kantor, alat angkutan, alat
kedokteran, alat komunikasi, Rambu- rambu dan lain
sebagainya.

Pengakuan Peralatan dan Mesin.

(@) Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang
dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain,
tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap
Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset
persediaan.

(b) Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan
apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah
berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan
berita acara serah terima pekeijaan, dan untuk
kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti
kepemilikan kendaraan.

(c) Perolehan peralatan dapat melalui pembelian,
pembangunan, atau pertukaran aset,
hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui
pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai
dan angsuran.

Pengukuran Peralatan dan Mesin.

(a) Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya
perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap
tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan
mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah
dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin

tersebut sampai siap pakai.



Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya
pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung
lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan
sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
(b) Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin
adalah Rp. 750.000,00.(Sebagaimana telah diatur
dalam  Peraturan Walikota Ambon Tentang

Kebijakan Kapitalisasi Nomor 33 Tahun 2018).

(c) Peralatan dan Mesin dicatat dalam Neraca awal
sebesar Nilai wajar pada tanggal Neraca awal.

(d) Nilai wajar peralatan dan mesin adalah :

Harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut
dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca
awal.

- Harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan
dalam kondisi yang sama.

- Bila Harga pasar tidak tersedia, digunakan nilai
appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau
tim penilai yang kompeten dengan
memperhitungkan faktor penyusutan.

- Jika penilaian oleh appraisal terlalu mahal dan
memakan waktu, digunakan standar harga yang
dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang
berwenang dengan memakai perhitungan teknis.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Peralatan dan Mesin.

(@) Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca dalam
kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehannya atau
nilai wajar pada saat perolehan.

(b) Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan
diungkapkan pula :

Dasar  penilaian yang  digunakan  untuk
menentukan nilai tercatat (carrying amount}
Peralatan dan Mesin.

-  Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang
berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.

- Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin

pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :



* Penarabahan (perolehan, reklasifikasi dari
Konstruksi dalam Pengeijaan, dan penilaian);

* Perolehan yang berasal dari pembelian/
pembangunan  direkonsiliasi dengan total
belanja modal untuk Peralatan dan Mesin;

- Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan

penilaian).

¢) Gedung dan Bangunan.

(I) Difinisi Gedung dan Bangunan.

()

(b)

(©

Dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik,
komponen penunjang utama yang berupa mechanical
engineering (lift, instalasi listrik beserta generator, dan
sarana pendingin Air Conditioning Gedung dan
bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan)
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam
kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi
siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan
Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas,
bangunan tempat ibadah, bangunan menara,
monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung
museum.

Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah
yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan
bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh
untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam
kelompok Tanah.

Gedung bertingkat dan komponen penunjang lain
yang antara lain berupa saluran air dan telpon.
Masing-masing komponen mempunyai masa manfaat
yang berbeda, sehingga umur penyusutannya
berbeda, serta memerlukan pola pemeliharaan yang
berbeda pula. Perbedaan masa manfaat dan pola
pemeliharaan menyebabkan diperlukannya sub akun
pencatatan yang berbeda untuk masing-masing
komponen gedung bertingkat, misalnya menjadi
sebagai berikut:

Gedung;

Bangunan Fisik;



(d)

- Taman, Jalan, Tempat Parkir, dan Pagar;
- Instalasi AC;
- Instalasi Listrik, dan Generator;
Lift;
- Penyediaan Air, Saluran Air Bersih, dan Air
Limbah;
- Saluran Telepon.
Akuntansi pengakuan gedung bertingkat diperinci
sedemikian rupa, sehingga setidak-tidaknya terdapat
perincian per masing-masing komponen bangunan
yang mempunyai umur masa manfaat yang sama.
Data untuk perincian tersebut dapat diperoleh pada
dokumen penawaran yang menjadi dasar kontrak

konstruksi pekerjaan borongan bangunan.

(2) Pengakuan Gedung dan Bangunan.

()

(b)

©

(d)

(©

Untuk dapat diakui sebagai Gedung dan Bangunan,
maka gedung dan bangunan haras berwujud dan
mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara
handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam
kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun
dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan Gedung dan Bangunan haras dipisahkan
dengan tanah di mana gedung dan bangunan
tersebut didirikan.

Gedung dan bangunan yang dibangun oleh
pemerintah, namun dengan maksud akan diserahkan
kepada masyarakat, tidak dapat dikelompokkan
sebagai “Gedung dan Bangunan”, melainkan disajikan
sebagai “Persediaan.”

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan
bangunan telah diterima atau diserahkan hak
kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya
berpindah serta telah siap dipakai.

Saat pengakuan Gedung dan Bangunan akan lebih
dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah
terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau
penguasaan secara hukum, misalnya akte jual beli

atau Berita Acara Serah Terima.



(®

(g

Apabila perolehan Gedung dan Bangunan belum
didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan
masih adanya suatu proses administrasi yang
diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang
masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan
bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka
Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada
saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung
dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya
telah teijadi pembayaran dan penguasaan atas
bangunan.

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui
pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan
lainnya.  Perolehan  melalui pembelian  dapat
dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.
Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan
dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui

kontrak konstruksi.

(3) Pengukuran Gedung dan Bangunan.

()

(b)

©

(d

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila
penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya
perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap
didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi
seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh
gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini
antara lain meliputi harga pembelian atau biaya
konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris,
dan pajak.

Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan
maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai
wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang
dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya
langsung untuk tenaga keija, bahan baku, dan biaya
tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan

pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa



peralatan, dan semua biaya lainnya yang teijadi

berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut

seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun

melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi

nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan,
biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung
dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan

(donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat

perolehan.

(e) Nilai satuan minimum perolehan gedung dan
bangunan adalah Rp.25.000.000,00. Artinya, jika
nilai perolehan gedung dan bangunan kurang dari
Rp.25.000.000,00 maka gedung dan bangunan
tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset
tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas
Laporan Keuangan.

() Nilai Gedung dan Bangunan dicatat dalam Neraca
awal sebesar Nilai wajar pada tanggal Neraca awal.

(g) Nilai wajar Gedung dan bangunan adalah :

Harga perolehan jika Gedung dan bangunan
tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal
neraca awal.

- Apabila Gedung dan bangunan tersebut dibeli
lebih dari satu tahun sebelum tanggal neraca
awal, Nilai wajar Gedung dan bangunan
ditentukan dengan menggunakan Nilai jual Obyek
Pajak (NJOP) terakhir.

- Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan
NJOP maka dapat digunakan nilai appraisal dari
perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai
yang kompeten.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Gedung dan Bangunan

(@) Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca dalam
kelompok Aset Tetap sebesar nilai biaya perolehannya
atau nilai wajar pada saat perolehan.

(b) Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

diungkapkan pula :



- Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat

Gedung dan Bangunan.

- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang
berkaitan dengan Gedung dan Bangunan.

- Rekonsiliasi nilai tercatat Gedung dan Bangunan
pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :

* Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari
Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);

* Perolehan yang berasal dari pembelian/
pembangunan direkonsiliasi dengan total
belanja modal untuk gedung dan bangunan;

* Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan
penilaian).

(c) Biaya pemeliharaan atas gedung dan bangunan yang
bukan milik entitas akuntansi tidak menambah nilai
aset tetap. Penambahan nilai aset tetap akan dicatat
oleh SKPD pemilik aset tetap terkait.

Ambon, 30 Desember 2019
WALIKOTA AMBON,

LOUHENAPESSY



Menetapkan

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah,;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan Dan Kineija Instansi Pemerintah,;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG
PERUBAIIAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 1

Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota
Ambon Tahun 2014 Nomor 24), pada Lampiran XIX huruf B dan
C diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diterapkannya
akuntansi berbasisakrual.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di ~ Ambon
pada tanggal 30 Desember 2019

BERITA DAERAI; KOTA AMBON TAHUN 2019



- Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat

Gedung dan Bangunan.

- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang
berkaitan dengan Gedung dan Bangunan.

- Rekonsiliasi nilai tercatat Gedung dan Bangunan
pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :

* Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari
Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);

* Perolehan yang ©berasal dari pembelian/
pembangunan direkonsiliasi dengan total
belanja modal untuk gedung dan bangunan;

* Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan
penilaian).

(c) Biaya pemeliharaan atas gedung dan bangunan yang
bukan milik entitas akuntansi tidak menambah nilai
aset tetap. Penambahan nilai aset tetap akan dicatat

oleh SKPD pemilik aset tetap terkait.

Ambon, 30 Desember 2019
WALIKOTA AMBON,



